
p-ISSN: 2963-7856| e-ISSN: 2961-9890 
Available online at jerkin.org/index.php/jerkin 

Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan  
Volume 4 No. 3, Januari-Maret 2026, pp 20136-20143 

 
 

20136 

Analisis Hukum Pendaftaran Merek Judol Asing Dewabet di DJKI Ditinjau 

dari UU ITE & UU Merek 

 
Rifqi Ananta1*, Nin Yasmine Lisasih2 

1,2Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

E-mail : anantarifqi58@student.esaunggul.ac.id 

*Corresponding Author 

https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5431 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article history: 

Received: 28 Jan 2026 

Revised: 03 Feb 2026 

Accepted: 09 Feb 2026 

 

Kata Kunci: 

Merek Dagang; Judi 

Online; Protokol 

Madrid; UU ITE. 

 

Keywords: 

Trademarks; Online 

gambling; Madrid 

Protocol; ITE Law. 

 

Kemajuan teknologi informasi mendorong berkembangnya platform perjudian daring 

lintas negara yang mudah diakses di Indonesia. Permasalahan hukum muncul ketika 

merek penyelenggara judi online asing tercatat dalam sistem pendaftaran DJKI, salah 

satunya Dewabet. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum nasional 

terkait pendaftaran merek judi daring asing serta menilai potensi penerapan ketentuan 

ITE terhadap penggunaan merek tersebut. Penelitian menggunakan metode normatif-

empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan merek judi daring asing di DJKI 

merupakan konsekuensi dari penerapan Protokol Madrid dan keterbatasan 

pemeriksaan substantif pada tahap administratif. Namun, pendaftaran merek tidak 

dapat dimaknai sebagai legitimasi praktik perjudian, karena penggunaan merek 

dalam aktivitas judi daring tetap berpotensi dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, 

negara tetap berwenang menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, dan 

melindungi nilai moral masyarakat. 

The advancement of information technology has led to the growth of cross-border 

online gambling platforms that are easily accessible in Indonesia. Legal issues arise 

when trademarks of foreign online gambling operators are recorded within the 

national trademark system at the Directorate General of Intellectual Property, one 

example being Dewabet. This study aims to examine the national legal framework 

governing the registration of foreign online gambling trademarks and to assess the 

potential application of ITE-related provisions to the use of such trademarks. The 

research employs a normative-empirical method with statutoryand case study 

approaches. The findings show that the registration of foreign online gambling 

trademarks results from the implementation of the Madrid Protocol and the limited 

scope of substantive examination at the administrative stage. However, trademark 

registration cannot be interpreted as legalizing gambling activities, as the use of such 

trademarks in online gambling operations remains subject to criminal liability. 

Therefore, the state retains authority to enforce the law, maintain public order, and 

protect societal moral values.  
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum di 

Indonesia, terutama terkait maraknya aktivitas judi online yang beroperasi lintas negara. Kemudahan 

akses internet memungkinkan platform perjudian asing menjangkau pengguna di Indonesia tanpa batas 

yurisdiksi, sehingga meningkatkan kompleksitas pengawasan dan penindakan. Di tengah upaya 

pemerintah melakukan pemblokiran dan penindakan terhadap ribuan situs judi online, persoalan hukum 

muncul ketika identitas atau branding layanan judi dalam bentuk merek masuk ke dalam sistem 

administrasi nasional melalui permohonan pendaftaran di DJKI. Fenomena ini menimbulkan isu hukum 
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penting: bagaimana negara seharusnya merespons keberadaan merek yang secara substansial terkait 

dengan aktivitas ilegal, dan sejauh mana regulasi nasional mampu memberikan batasan yang tegas 

terhadap masuknya merek-merek yang berhubungan dengan judi online. 

Di antara berbagai alat hukum yang mendukung perlindungan merek secara global, Protokol 

Madrid secara lengkap disebut Protokol Terkait Perjanjian Madrid mengenai Pendaftaran Internasional 

Merek menjadi salah satu solusi utama. Dikelola oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, instrumen 

ini memungkinkan pemilik hak untuk mengajukan satu permohonan terintegrasi yang berlaku di seluruh 

negara peserta. Prinsip dasar Protokol Madrid berfokus pada penyederhanaan prosedur, dengan konsep 

"satu pengajuan, satu biaya, satu bahasa", yang bertujuan mempercepat dan meringankan proses 

registrasi merek di tingkat dunia. (Setiawan et al., 2018) 

Indonesia secara resmi bergabung dengan Protokol Madrid melalui ratifikasi yang diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 mengenai Pengesahan Protokol Terkait Perjanjian Madrid 

tentang Pendaftaran Internasional Merek. Langkah ini mencerminkan dedikasi pemerintah untuk 

menyelaraskan kerangka perlindungan hak kekayaan intelektual nasional dengan norma-norma 

globa(Alamsyah, 2020). Sebagai hasilnya, pemilik merek domestik kini dapat mengakses mekanisme 

internasional melalui DJKI sebagai lembaga pengirim utama, yang berkoordinasi langsung dengan 

WIPO untuk memproses aplikasi perlindungan. 

Meskipun menawarkan kemudahan administratif yang signifikan, Protokol Madrid juga 

menghadapi hambatan ketika ketentuan globalnya berpotensi bertabrakan dengan regulasi lokal di 

negara anggota. Protokol ini tidak secara rinci membatasi jenis merek yang boleh didaftarkan, melainkan 

menyerahkan evaluasi aspek etika, moral, dan ketertiban umum kepada undang-undang masing-masing 

yurisdiksi. Situasi ini membuka peluang ketidakselarasan hukum, khususnya terkait merek yang 

melibatkan elemen perjudian, yang secara prinsip dan norma dilarang keras di Indonesia. 

Dalam kerangka yuridik nasional, kegiatan perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang 

tegas dibatasi, sebagaimana diatur dalam Pengaturan mengenai perjudian di Indonesia diatur dalam 

Pasal 303 KUHP, Pasal 27UU ITE beserta perubahannya, serta Pasal 411 dan 412 UU No 1 2023 tentang 

KUHP Baru. 

Secara nyata, terdapat kasus merek dagang dengan konotasi perjudian seperti DewaBet yang 

berhasil terdaftar di yurisdiksi asing dan memperoleh pengakuan melalui jalur Protokol Madrid. Padahal, 

menurut Pasal 20 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, pendaftaran merek dilarang jika bertentangan dengan Pancasila, undang-undang, norma 

agama, etika, atau keteraturan publik. Ketidakcocokan ini menyoroti adanya celah antara kewajiban 

internasional Indonesia sebagai peserta Protokol Madrid dengan prinsip-prinsip hukum dalam negeri 

yang menolak perjudian. 

Studi sebelumnya, seperti karya Andry Setiawan, Dewi Sulistyaningsih, dan Leo Bernado 

Aglesius, menyoroti bahwa penerapan Protokol Madrid di Indonesia telah meningkatkan kecepatan 

proses registrasi merek asing serta memberikan jaminan hukum yang lebih pasti bagi pemegang 

hak(Setiawan et al., 2018) Meski demikian, analisis tersebut belum mendalami risiko konflik antara 

mekanisme perlindungan global dengan kebijakan lokal terkait isu moral dan ketertiban umum. Di sisi 

lain, Rohaini menekankan bahwa negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, masih bergulat dengan 

penyesuaian regulasi domestik terhadap sifat universal Protokol Madrid. (rohaini, 2018) 

Maka dari itu, Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam mengkaji pendaftaran merek judi online 

asing khususnya DewaBet di DJKI secara simultan melalui dua rezim hukum nasional, yaitu UU Merek 

dan Indikasi Geografis serta UU ITE Kajian ini diharapkan menyediakan wawasan menyeluruh tentang 

limitasi Protokol Madrid dalam konteks regulasi nasional Indonesia, sekaligus merumuskan pendekatan 

penyelerasan agar sistem perlindungan merek tetap selaras dengan etika masyarakat, keteraturan umum, 

dan komitmen anti-perjudian di tingkat negara. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat menjadi sebuah permasalahan yaitu sebagaimana 

berikut: (1) Bagaimana hukum nasional mengatur merek judol asing Dewabet yang terdaftar di DJKI? 

dan (2) Apakak merek judol asing Dewabet yang terdaftar di DJKI dapat dijerat dengan Undang Undang 

No 19 Tahun 2016 tentang ITE? 
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METODE 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode normatif–empiris sebagaimana dijelaskan oleh Johnny 

Ibrahim, yaitu metode penelitian yang mengombinasikan penelitian hukum doktrinal dengan penelitian 

sosiologis. Menurut Ibrahim, penelitian normatif empiris tidak hanya mengkaji norma hukum secara 

tekstual, tetapi juga menilai implementasi aturan tersebut dalam praktik untuk melihat kesenjangan 

antara das sollen dan das sein (Ibrahim, 2006) Karena itu, penelitian ini mengkaji ketentuan UU Merek 

dan UU ITE mengenai larangan perjudian serta menelaah bagaimana DJKI, sebagai institusi 

administratif, menerapkan norma tersebut saat menerima permohonan merek asing yang berkaitan 

dengan judi online 

Pendekatan Penelitian 

Case Approach  

Pendekatan studi kasus diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji secara spesifik pencatatan 

merek judi daring asing Dewabet dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendekatan 

ini digunakan karena mampu memberikan gambaran faktual mengenai proses hukum dan administratif 

yang memungkinkan merek yang berkaitan dengan aktivitas perjudian tercatat dalam sistem kekayaan 

intelektual nasional. 

Kajian difokuskan pada mekanisme pendaftaran merek melalui skema internasional Protokol 

Madrid serta peran DJKI dalam melakukan pemeriksaan permohonan merek berdasarkan ketentuan 

hukum nasional. Analisis dilakukan terhadap klasifikasi merek, uraian jenis jasa yang diajukan, serta 

batasan kewenangan pemeriksaan substantif pada tahap administratif. 

Melalui pendekatan studi kasus ini, penelitian berupaya menghubungkan fakta pendaftaran merek 

Dewabet dengan ketentuan hukum merek dan hukum pidana di bidang teknologi informasi, guna menilai 

implikasi yuridis dari pencatatan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat 

kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi, khususnya terkait 

kemungkinan penegakan hukum terhadap penggunaan merek dalam aktivitas perjudian daring. 

Statute Approach 

Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan digunakan untuk meneliti berbagai 

ketentuan hukum yang mengatur perlindungan merek dan larangan perjudian dalam sistem hukum 

nasional maupun internasional. Dalam hukum nasional, penelitian ini menelaah: 1. Pasal 20 huruf (a) 

dan (b) UU No. 20 Tahun 2016, yang melarang pendaftaran merek yang bertentangan dengan moralitas 

agama, kesopanan, dan ketertiban umum, merupakan bagian dari hukum yang mengatur merek dagang 

dan indikasi geografis. 2. Penyebaran elektronik konten terkait perjudian dilarang oleh UU No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana direvisi oleh UU No. 19 Tahun 2016, 

Pasal 27, ayat (2). 3. Pasal 411 dan 412 UU No. 1 Tahun 2023,  guna memahami mekanisme pendaftaran 

merek internasional yang dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Melalui 

pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana norma hukum nasional selaras atau 

bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam perlindungan merek. 

Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan 

sumber hukum tersier. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan 

Protokol Madrid; serta teks resmi Madrid Protocol yang diterbitkan oleh World Intellectual Property 

Organization (WIPO). 

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen hukum yang 

memberikan penjelasan dan analisis terhadap sumber hukum primer, antara lain ensiklopedia hukum 

dan artikel ilmiah yang relevan dengan perlindungan merek dan hukum kekayaan intelektual. 

Adapun sumber hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas dan 

melengkapi pemahaman konsep hukum, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta situs 
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resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan WIPO yang memuat data dan informasi 

mengenai perlindungan merek internasional. 

Teknik Pengumpulan Data  
Penelitian kepustakaan, termasuk penelaahan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

relevan dengan subjek penelitian, digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data. Untuk 

mendapatkan pemahaman praktis tentang penerapan undang-undang tersebut, penulis mempelajari 

dengan saksama putusan pengadilan terkait pengecualian bukti elektronik. 

Teknik Analisis Data  

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan 

menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dihubungkan dengan asas, teori, dan 

norma hukum yang relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2005), analisis kualitatif 

bertujuan untuk menemukan makna dari norma hukum yang berlaku melalui penalaran sistematis 

berdasarkan asas hukum Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk disharmonisasi hukum 

antara hukum nasional dan Protokol Madrid, serta untuk merumuskan solusi harmonisasi hukum yang 

sesuai dengan prinsip moralitas dan ketertiban umum di Indonesia  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Merek Judol Asing Dewabet yang Terdaftar di DJKI Menurut Hukum Nasional 

Pengaturan hukum nasional terhadap merek judi daring asing seperti Dewabet yang tercatat dalam 

pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu dipahami secara hati-hati karena 

menyentuh antara rezim perlindungan merek dan larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia. 

Dalam hal ini pendaftaran merek Dewabet pada Kelas 41 menimbulkan perdebatan yuridis, sebab kelas 

tersebut secara berkaitan dengan jasa hiburan, permainan, dan aktivitas rekreatif, sedangkan praktik 

perjudian secara tegas dilarang dalam hukum nasional.  

Berdasarkan Undang-Undang Merek, merek dipahami sebagai tanda yang dapat ditampilkan 

secara grafis dan berfungsi membedakan barang atau jasa seseorang atau badan hukum dengan pihak 

lain. DJKI sebagai otoritas administratif memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan 

menerbitkan sertifikat merek sepanjang persyaratan formal dan substantif terpenuhi. Dalam hal ini 

pendaftaran Dewabet pada Kelas 41 secara administratif diposisikan sebagai pendaftaran jasa hiburan, 

permainan, atau penyediaan aktivitas rekreasi, tanpa secara eksplisit menyebut praktik perjudian daring 

yang di Indonesia dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.  

Kelas 41 dalam Klasifikasi Nice mencakup layanan pendidikan, pelatihan, hiburan, serta kegiatan 

budaya. Di dalam cakupan internasional kelas ini juga lazim dipakai untuk layanan permainan, termasuk 

kasino dan perjudian, sepanjang kegiatan tersebut dilegalkan oleh hukum negara asal. Pada titik inilah 

muncul persoalan, karena sistem klasifikasi merek bersifat netral dan global, sedangkan legalitas 

kegiatan yang dilindungi merek sangat bergantung pada hukum nasional masing-masing negara tujuan. 

Akibatnya suatu merek yang sah secara klasifikasi internasional belum tentu selaras dengan norma 

hukum dan nilai ketertiban umum di Indonesia.  

Mengenai negara asal merek Dewabet umumnya dikaitkan dengan entitas asing yang berbasis di 

Kamboja. Negara tersebut dikenal memiliki rezim perizinan tertentu terhadap aktivitas perjudian, 

termasuk kasino dan platform permainan daring, sehingga secara hukum nasional di sana aktivitas 

tersebut dapat dilegalkan. Status legal di negara asal inilah yang memungkinkan pemilik merek 

mengajukan perlindungan internasional atas mereknya, termasuk untuk kelas jasa hiburan dan 

permainan. Sehingga dari sudut pandang negara asal tidak terdapat cacat hukum yang menghalangi 

pendaftaran merek tersebut (Widjangkoro, 2023)  

Masuknya merek Dewabet ke dalam sistem pendaftaran Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 

berlakunya Protokol Madrid. Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional ini melalui Peraturan 

Presiden Nomor 92 Tahun 2017. Melalui ratifikasi tersebut Indonesia terikat pada mekanisme 

pendaftaran merek internasional yang dikelola oleh World Intellectual Property Organization. Sistem ini 

memungkinkan pemilik merek dari negara anggota untuk mengajukan satu permohonan internasional 

yang kemudian menunjuk negara-negara tertentu sebagai tujuan perlindungan, termasuk 

Indonesia(Widjangkoro, 2023)  

Dalam mekanisme Protokol Madrid DJKI berperan sebagai kantor yang menerima notifikasi 

penunjukan Indonesia dan melakukan pemeriksaan sesuai hukum nasional. Pemeriksaan tersebut 
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mencakup aspek formal dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016. Tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan awal sering kali berfokus pada kelengkapan administratif, 

kesamaan dengan merek terdaftar sebelumnya, serta kejelasan klasifikasi jasa. Selama uraian jasa yang 

diajukan menggunakan terminologi umum seperti hiburan digital, permainan elektronik, atau layanan 

rekreasi, pemeriksa dapat kesulitan secara langsung mengaitkannya dengan perjudian yang secara tegas 

dilarang di Indonesia.  

Padahal Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 secara eksplisit memberikan dasar hukum untuk 

menolak pendaftaran merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Larangan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai perjudian, serta diperkuat oleh 

berbagai peraturan khusus dan kebijakan nasional yang menegaskan bahwa segala bentuk perjudian, 

termasuk yang dilakukan melalui sarana elektronik, merupakan perbuatan terlarang. Sehingga secara 

normatif merek yang secara substansi melekat pada aktivitas judi seharusnya tidak memperoleh 

perlindungan hukum di Indonesia.  

Kenyataan bahwa merek seperti Dewabet tetap tercatat menunjukkan adanya celah antara norma 

hukum substantif dan praktik administratif. Celah ini diperlebar oleh sifat sistem Madrid yang berbasis 

penunjukan dan oleh penggunaan deskripsi jasa yang bersifat samar. Perlindungan merek tidak serta-

merta melegalkan kegiatan yang mendasarinya. Sertifikat merek hanya memberikan hak eksklusif atas 

tanda untuk tujuan pembeda jasa, bukan legitimasi atas operasional bisnis yang bertentangan dengan 

hukum nasional (Makka & Roisah, 2023)  

Keberadaan merek judi daring asing dalam daftar DJKI mencerminkan tantangan penegakan 

prinsip ketertiban umum dalam rezim kekayaan intelektual yang semakin terintegrasi secara global. 

Indonesia terikat untuk menghormati mekanisme pendaftaran internasional berdasarkan Protokol 

Madrid. Negara tetap memiliki kedaulatan untuk menolak atau membatalkan perlindungan merek yang 

substansinya bertentangan dengan hukum dan nilai nasional. Instrumen hukum nasional sebenarnya 

telah menyediakan dasar yang cukup untuk itu, baik melalui penolakan ex officio oleh DJKI maupun 

melalui mekanisme pembatalan merek di pengadilan niaga.  

Pengaturan hukum nasional terhadap merek Dewabet pada Kelas 41 pada dasarnya bersifat 

administratif dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atau pembenaran terhadap aktivitas 

perjudian. Pendaftaran tersebut terjadi karena kombinasi antara legalitas di negara asal, keberlakuan 

Protokol Madrid berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017, serta keterbatasan pemeriksaan 

substantif pada tahap awal. Negara tetap berwenang untuk menegakkan larangan perjudian dan menjaga 

ketertiban umum, sekalipun merek terkait telah tercatat dalam sistem kekayaan intelektual.   (Makka & 

Roisah, 2023) 

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

untuk Menjerat Merek Judi Online Asing Dewabet yang Terdaftar di DJKI 

Perjudian di Indonesia dianggap dilarang dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Larangan 

ini telah lama diakui melalui Pasal 303 KUHP, yang mengkriminalisasi segala bentuk pengorganisasian 

atau penyediaan kesempatan berjudi. Dengan kemajuan teknologi informasi, praktik perjudian tidak lagi 

terbatas pada metode konvensional tetapi juga melibatkan sarana elektronik. Dalam hal ini, ITE UU 

melarang distribusi, transmisi, dan penyediaan akses terhadap konten perjudian melalui sistem 

elektronik. 

Pasal 27 menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang 

mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen 

elektronik yang memiliki muatan perjudian. Norma ini menegaskan bahwa fokus pengaturan bukan pada 

bentuk badan hukum atau status merek,(Purba & Rattanapun, 2024) melainkan pada perbuatan aktif 

dalam ruang digital. Sehingga apabila merek Dewabet digunakan sebagai identitas platform atau sarana 

elektronik yang menyediakan layanan perjudian daring, maka unsur perbuatan berpotensi terpenuhi 

(Bantu et al., 2024)  

Unsur perjudian dalam UU ITE dapat dipahami dengan merujuk pada konstruksi hukum pidana 

perjudian secara umum. Unsur tersebut mencakup adanya permainan atau kegiatan yang mengandung 

unsur taruhan, keberadaan keuntungan atau imbalan yang bergantung pada faktor untung-untungan atau 

spekulasi, serta adanya pihak yang menyediakan atau memfasilitasi sarana perjudian melalui media 
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elektronik.(Rizkita, 2023) Apabila sebuah situs atau aplikasi dengan merek tertentu memungkinkan 

pengguna mempertaruhkan sejumlah uang atau nilai ekonomi lainnya dengan harapan memperoleh 

keuntungan berdasarkan hasil permainan, maka muatan perjudian secara hukum telah hadir dalam 

informasi elektronik tersebut. (Adlina, 2025) 

Dalam hal Dewabet persoalan hukum tidak terletak pada fakta bahwa merek tersebut terdaftar di 

DJKI, melainkan pada penggunaan merek tersebut dalam praktik operasional di ruang siber. Pendaftaran 

merek pada dasarnya hanya memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan tanda 

tertentu dalam kegiatan perdagangan atau jasa. UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

tidak pernah dimaksudkan untuk melegitimasi aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan lain. Oleh karena itu meskipun Dewabet tercatat sebagai merek pada kelas jasa tertentu, hal 

tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar apabila merek tersebut digunakan untuk 

menyelenggarakan perjudian daring yang dilarang. (Khalik & Syahril, 2025) 

UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, menyatakan 

dalam ketentuan Pasal 411 dan Pasal 412, pembentuk undang-undang kembali menegaskan kriminalisasi 

terhadap perjudian dengan pendekatan yang lebih sistematis dan modern. Pengaturan baru ini 

menunjukkan kesinambungan sikap negara dalam mengatasi perjudian sebagai perbuatan yang merusak 

ketertiban umum dan nilai sosial. Dengan adanya ketentuan tersebut tidak terdapat ruang interpretasi 

bahwa perjudian daring dapat ditoleransi hanya karena dikemas dalam bentuk layanan digital atau 

dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (Nasyir et al., 2025)  

Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban tidak terbatas pada individu, tetapi juga 

dapat mencakup korporasi. Apabila Dewabet dioperasikan oleh badan hukum atau entitas asing yang 

secara aktif menyediakan, mengelola, atau mempromosikan platform perjudian daring yang dapat 

diakses dari wilayah Indonesia, maka penegakan hukum dapat diarahkan kepada pengelola atau pihak 

yang bertanggung jawab atas sistem elektronik tersebut. Keberadaan merek justru dapat menjadi alat 

pembuktian bahwa terdapat identitas usaha yang secara konsisten digunakan dalam aktivitas elektronik 

yang melanggar hukum.  

Pemerintah Indonesia secara konsisten melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs dan aplikasi 

judi daring sebagai bentuk penegakan Undang-Undang ITE dan perlindungan masyarakat. Tindakan 

pemutusan akses tersebut didasarkan pada kewenangan negara untuk menjaga ketertiban umum dan 

melindungi kepentingan publik di ruang digital. Fakta bahwa suatu platform menggunakan merek 

terdaftar tidak menghalangi otoritas untuk melakukan pemblokiran atau penindakan pidana apabila 

terbukti terdapat muatan perjudian.  

Dari sudut pandang hukum pidana menyatakan bahwa merek bukanlah subjek yang dapat 

dipidana. Tetapi merek dapat menjadi sarana atau instrumen tindak pidana. Dalam hal ini Dewabet dapat 

diposisikan sebagai alat yang digunakan untuk menyebarluaskan atau memfasilitasi muatan perjudian 

melalui sistem elektronik. Pertanggungjawaban pidana tetap diarahkan kepada orang atau korporasi 

yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari penggunaan merek tersebut (Rizkita, 2023)  

Merek judi online asing Dewabet yang terdaftar di DJKI tetap dapat dikaitkan dengan penegakan 

ITE apabila merek tersebut digunakan dalam kegiatan elektronik yang memenuhi unsur perjudian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 27. Pendaftaran merek tidak menghapus sifat melawan hukum dari 

perbuatan perjudian daring. Negara tetap memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan hukum 

pidana, memblokir akses, serta menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab demi menjaga ketertiban 

umum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia.  

SIMPULAN 

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberadaan merek judi online asing yang terdaftar di 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak dapat dijadikan dasar pembenar atas penyelenggaraan 

perjudian daring di Indonesia. Rezim hukum merek dan rezim hukum pidana memiliki ruang lingkup 

serta tujuan yang berbeda, sehingga perlindungan administratif atas suatu merek tidak menghapus sifat 

melawan hukum dari aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Negara tetap 

memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum pidana, pemblokiran akses, serta 

pembatalan merek apabila terbukti digunakan sebagai sarana aktivitas perjudian daring. 

Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum pidana menjadi 

kebutuhan yang mendesak guna mencegah penyalahgunaan merek dalam kegiatan ilegal di ruang digital. 
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Penguatan regulasi, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi penegakan hukum diharapkan mampu 

menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban umum, moralitas, dan perlindungan 

masyarakat sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional Indonesia. 
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